
1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nornor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
. adangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4111 ); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Norn.or 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ 
Undang (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Norn.or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

: a. bahwa dalam. rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Padangsidirnpuan 
perlu menggali seluruh potensi daerah yang ada; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Retribusi Izin 
Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 
Usaha Jasa Konstruksi; 

\VALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 

I>ENGAN JlAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

JRETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

TENTANG · 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN 
NOMOR: 15 TAHUN 2008 

LE1\1BARAN DAERAH 
KOTA PADANGSIDIMPUAN 

NOMOR 15 TAHUN 2008 
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PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG 
RETRIBUSI IZIN USAHA KONSTRUKSI. 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 

dan 

L 

- Bagian Hukum 

~Menetapkan 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA P ADANGSIDIMPUAN 

Dengan Persetujuan Bersama 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 ten tang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3956); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66. Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

12. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

13. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

14. Keputusan Ment.eri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
369fK.PPS/M/2001 tanggal IO Juli 2001 tentang Pedoman Pernberian Izin 
Usaha Jasa Konstmksi Nasional; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan 
Peraturan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09); 



3 Bagian Hukum 

Pasal 3 
: Pemerintah Daerah mempunyai tujuan agar pembangunan fisik di daerah dapat terlaksana dengan 

·, baik dan berkualitas. 

Pasal 2 
· Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengatur, membina, mengawasi dan mengendali.kan 

. keberadaan usaha-usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah. 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

·va1am Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kota Padangsidimpuan. 
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha 
dibidang jasa konstruksi, perencan.aan/pengawas konstruksi (konsultan) yang diterbitkan oleh 
Walikota atau pejabat lain yang dihunjuk. 
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah · daerah untuk kepentingan kepada orang 
pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah. 

J. Permohonan adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan 
Dae rah. 

,,8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan 
bentuk apapun, Persekutuan, Perkurnpulan, Firma, Kongsi, Y ayasan atau Organisasi yang 
sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang­ 

, undangan diwajibkan untuk melakulk:an pembayaran retribusi. 
· 10. Pembayaran retribus:i adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai 

dengan ketetapan retribusi daerah rum surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah. 
_ 11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 

retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 
_ 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
: menentukan besarnyajumlah Retribusi, 
:. 13. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nornor Pokok Wajib Retribusi yang 

didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi. 
-· 14. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 8 
; Settap pemohon izin wajib memenuhi persyaratan permohonan izin dengan rnembayar retribusi 
; sesuai dengan tarif yang ditetapkan. 

-- h • 

Pasal 7 
'. yarat-syarat pengajuan permohonan-IUJK adalah sebagai berikut: 

akte pendirian perusahaan/akte perubahan; 
rekaman sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi, perencana/pengawas konstruksi 
(Konsultan) yang dilegalisir; 
surat keterangan izin ternpat usaha (SKITU); 
nomor pokok wajib pajak (NPWP); 
fhoto copy KTP pimpinan/pemega:ng saham perusahaan; 
pas photo pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4 berwama sebanyak 2 (dua) lembar; 
materai tempel secukupnya.; 
fhoto copy ijazah tenaga ahli; 
pas photo tenaga ahli ukuran 2 x 3 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; 
fhoto copy KTP tenaga ahli. 

l) IUJK diberikan atas nama pernohon. 
·) IUJK memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi pemegang izin. 
) IUJK tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota atau 

· Pejabat yang dihunjuk. 
,4) Syarat-syarat pengalihan iUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih Ian jut oleh 

Walikota. 

Pasal 6 

Pasal 5 

· Jangka waktu IUJK adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 
) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku selama usaha tersebut berjalan, dan harus 

didaftar ulang setiap tahun dan diregistrasi ulang. 

Pasal 4 

:~Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau memiliki 
na. tempat usaha yang bergerak dibida.ng jasa konstruksi, jasa perencana/pengawas (konsultan) 

.. · - konstruksi wajib merniliki IUJK . 
. ; Untuk memperoleh izin sebagairnana dimaksud ayat (1) pemohon harus mengajukan 

/-permohonan secara tertulis kepada Walikota. 
, -1uJK sebagairnana dimaksud ayat ( 1) dapat diberikan setelah retribusi yang ditetapkan dilunasi. 

BAB III 
PERI ZIN AN 
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Pasal 16 
··,. Prinsip dan dasar dalam penetapan besarnya retribusi dimaksud untuk mengganti biaya-biaya 

r, administrasi, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha jasa 
~ konstruksi yang berada dan berkedudukan di Wilayah Daerah. 

BAB VI 
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 15 
[Retribusl IUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. 

BABY 
GOJLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 14 
ajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Daerah ini 

diharuskan membayar retribusi atas izin yang diberikan. 

Pasal 13 
ubjek retribusi adalah orang pribacli atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan berupa 
in yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 
· bjek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin 

·epada usahajasa konstruksi yang bera a dalam Wilayah daerah 

Pasal 11 
_, ngan nama retribusi IUJK dipungut retribusi, 

BAB IV 
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN W AJIB RETRIBUSI 

• 
: .Jencabut~ IU~K seb~gai~ana diatur pada Pasal 9 pemegan~ izi_n tidak dap~t mengajukan 
6 

·- 'ngembahan biaya retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Walikota. 
-~ . ;f· 

Pasal 10 

Pasal 9 
iiyelenggara Pekerja Konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau IUJK dapat dicabut 

'.e dinyatakan tidak berlaku Iagi apabila : 
. ?. memperoleh IUJK secara tidak sah; 
i pemegang izin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7. 
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Keterlambatan atas pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua 
~- persen) setiap bulan. 

Pasal 21 

I .t 
J 
,,; Pasal 20 
J. Pembayaran IUJK dilaksanakan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan 

_i walctu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BABX 
TATACARAPEMBAYARAN 

i (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ., 
·t (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
~ 

' 

Pasal 19 

BAB IX 
TATACARAPEMUNGUTAN 

· Retribusi IUJK didalam wilayah Daerah . 
Pasal 18 

; (2) Besamya retribusi perpanjangan izin usaha jasa konstruksi adalah 75 % (tujuh puluh lima 
f persen) dari yang ditetapkan pada ayat (1). 

BAB VIII 
\VJ[LAY AH PUN GUT AN 

No GOLONGAN USAHA RETRJBUSI 
,,), 

-~ ."\ Cred I Rp. 200.000,- 
li2. Cred2 Rp. 250.000,- 

·~ : 3. Cred 3 Rp. 300.000,- 
.. 

- '..4. Cred4 Rp. 350.000,- 
5. Cred5 Rp. 750.000,- 

: 6. Cred6 Rp. 1.500.000,- 
. 7. Cred 7 Rp. 2.000.000,- 

0 

BAB VII 
STRUKTUR UESARNYA T ARIF RETRJBUSI 

v, ~ 

~'~·. (- 
. i 

v Pasal 17 , 
.. :Q) Besamya tari~ reti:ibusi izin usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis dan penggolongan usaha 

if; adalah sebagai berikut : 
i· ~ '$---~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 F 
j. 
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a. menerima, mencari, mengumpulka.n dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. menerima, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
tindak pidana bidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan 
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas sescorang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksuclkan pada huruf c; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
J. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi menurut 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, 

tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum harus 
dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Rebuplik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

Pasal 23 
i) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : 

BAB XII 
Jl>ENYIDIKAN 

Pasal 22 
,·pemegang IUJK yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, 
·: diancam pidana kurungan selama-larnanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

,.,. 4.000.000,- (empatjuta rupiah). 
" Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan 
. Peraturan Daerah ini atau rnenyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan 

; paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah). 

Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah 
pelanggaran. 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 
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RAHUDDIN HARAHAP, SH 
NIP.400044024 

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya 
SEKRET A.RIA T DAijRAH KOT A 

PAD~rSIDIM,UAN 
KEPALA GIAN UKUM, 

': f .• 

i~i .4 lj ,.. l 
• t_ .... ,} 
' t•; ~, ·· ~ . -·· .! 

. iundangkan di Padangsidimpuan 
. a tanggal 15 MEI 2008 
EKRETARIS DAERAH KOTA 

PADANGSIDIMPUAN, 
dto 

SARMADAN HASIBUAN 
: NIP. 400041323 
. EMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 15 

WA LIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 
dto 

ZULKARNAEN NASUTION- 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal 17 APRIL 2008 

_gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
:nempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidirnpuan. 

Pasal 26 
raturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 25 
l-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
itur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 24 
· saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

· .. )eraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi lzin Usaha 
- - Jasa Konstruksi; 

:peraturan dan ketentuan yang mengatur hat yang sama. 
yatakan tidak berlaku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 


